
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4690); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemer 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

a. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur 
merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan 
pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan 
Kabupaten Buton Utara daiam penyelenggaraan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu menyusun 
Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Buton Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada 
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Ope:rasional Prosedur Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Buton Utara; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA 
ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NO MOR 11 TAHUN 2017 

TENT ANG 



Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan 
pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik. 

BAB II 
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 2 

8. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang 
sistem informasi elektronik yang terkait dengan 
informasi pengadaan barang/ jasa secara 
nasional yang dikelola oleh LKPP. 

9. Lem baga Ke bijakan Pengadaan Barang/ J asa 
Pemerintah selan.ju tnya disin.gkat LKPP adalah 
lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa pemeriritah. 

10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat 
ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi 
melaksanakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

11. Kelom.pok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja 
ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat 
fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan 
beranggotakan paling kurang 3 (tigaJ orang dan 
dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas 
pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan 
pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

12. Sertifikat keahlian pengadaan barang'/jasa adalah 
tanda bukti pengakuan atas kompeterist dan 
kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ 
Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. 

13. Pengadaan Barang/ J asa secara elektronik atau 
( e-Procuremerit] adalah proses Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah yang dilaksanakan 
secara elektronik dan berbasis website/internet 
dengan mernanfaatkan fasilitas teknologi informasi · 
dan komunikasi yang diakses melalui 
website http: I !lpse. butonutarakab.go.id. 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton 

Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupa.ten 

Buton Utara. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan 
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas 
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana 
dan oleh siapa dilakukan. 

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan, mengelola pelayanan 
sis tern pengadaan barang/ jasa secara elektronik 
(SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal 
Pengadaan Nasional. 

BAB I 
KEtENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 12 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

6. Peraturan Menter\ Pendayagunaan A:pa.ratur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerin tahan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 'l'ahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR \ 1 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 2 0 - s : 2017 

H. ABU HASAN 

BUPATI BUTON UTARA, 

~ 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal ,r - s: 201 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 
PENUTUP 

Pasal 4 

'\ 


